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PERATURAN  MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 100 /PMK.010/2009 

TENTANG 

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 

 
MENTERI KEUANGAN, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

  3. Peraturan Presiden  Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Pembiayaan; 

  4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

   
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN 

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR.  
   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

  1. Menteri adalah Menteri Keuangan. 

  2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang 
khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan dana pada proyek infrastruktur. 
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  3. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas 
arus barang dan jasa. 

BAB II 

KEGIATAN USAHA 
 

Pasal 2 

  (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  meliputi: 

  a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan 
Infrastruktur; 

  b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; 
dan/atau 

  c. Pemberian pinjaman subordinasi  (subordinated loans) yang 
berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur. 

  (2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula 
melakukan: 

  a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk 
penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur; 

  b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services); 

  c. Penyertaan modal (equity investment); 

  d. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan 
Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau 

  e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan 
Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan 
Menteri. 

Pasal  3 

  (1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 
ditetapkan paling banyak sebesar modal sendiri dikurangi 
penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.  

  (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan harga perolehan. 

Pasal 4 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melampaui batas 
maksimum penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
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(1), wajib menyampaikan rencana kerja (action plan) untuk 
memenuhi ketentuan batas maksimum penjaminan kepada Menteri 
paling lama 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan triwulanan 
yang bersangkutan berakhir. 

   

  (2) Rencana kerja (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris atau pengawas. 

  (3) Pemenuhan batas maksimum penjaminan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah jangka 
waktu penyampaian rencana kerja berakhir. 

Pasal 5 

  Infrastruktur yang dapat menjadi obyek Pembiayaan Infrastruktur 
meliputi: 

  a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau 
danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api; 

  b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 

  c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; 

  d. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, 
jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air 
minum; 

  e. infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, 
jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan 
yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; 

  f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; 

  g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi 
atau distribusi tenaga listrik; 

  h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak 
dan gas bumi; dan/atau 

  i. infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai 
dengan huruf h atas persetujuan Menteri. 

   



 
 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 

- 4 - 
 

  

BAB III 

TATA CARA PENDIRIAN 

Bagian Kesatu 

Perizinan 
 

Pasal 6 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur didirikan dalam bentuk 
badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.                   

  (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat didirikan oleh: 

  a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; 
atau 

  b. badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan 
hukum Indonesia (usaha patungan). 

  (3) Badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
termasuk organisasi multilateral yang merupakan lembaga 
keuangan internasional dan  bergerak di bidang pembangunan. 

Pasal 7 

  Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha 
dari Menteri. 

Pasal 8 

  Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam 
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini dan harus dilampiri 
dengan : 

  a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah 
disahkan oleh instansi berwenang, yang paling sedikit memuat: 

  1. nama dan tempat kedudukan; 

  2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ; 

  3. permodalan; 

  4. kepemilikan; dan 

  5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi atau pengurus 
dan dewan komisaris atau pengawas. 



 
 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 

- 5 - 
 

  

  b. data direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas, 
meliputi: 

  1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) atau paspor bagi yang berkewarganegaraan 
asing; 

  2. daftar riwayat hidup; 

  3. surat pernyataan: 

  a) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; dan 

  b) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah 
yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan 
dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 

  4. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi 
surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau 
pengurus berkewarganegaraan asing. 

  c. data pemegang saham dalam hal: 

  1. perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta 
surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari 
kegiatan pencucian uang (money laundering); 

  2. badan hukum, wajib dilampiri dengan: 

  a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar 
berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat 
pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan 
usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara 
asal; 

  b) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh 
akuntan publik dan laporan keuangan interim terakhir; dan 

  c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, 
angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham atau anggota 
dan direksi atau pengurus. 

  3. Negara Republik Indonesia, wajib dilampiri Peraturan 
Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik 
Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di 
Bidang Pembiayaan Infrastruktur; 
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  4. Organisasi multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3), wajib dilampiri Akta Pendirian (Articles of Agreement) 
atau dokumen pendirian sejenis. 

  d. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia; 

  e. rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit 
memuat: 

  1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan 
untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan 

  2. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan 
dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan 
kegiatan operasional. 

  f. bukti kesiapan operasional antara lain berupa: 

  1. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa 
gedung kantor; 

   

  2. contoh perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain yang akan 
digunakan; dan 

  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

  g. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia 
bagi perusahaan patungan; dan 

  h. pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. 

 
 

Pasal 9 

  (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha bagi 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diberikan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

  (2) Setiap penolakan terhadap permohonan izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan 
disertai alasan penolakannya. 

  (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak 
tanggal ditetapkan.  

Pasal 10 
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  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah mendapat izin usaha 
dari Menteri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha 
kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri 
Keuangan ini. 

   
Bagian Kedua 

Permodalan 
 

Pasal 11 

  (1) Modal disetor dalam rangka pendirian Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah). 

  (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal 
disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun 
rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
diterbitkannya izin usaha. 

   

  (3) Rencana peningkatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha. 

  (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
terpenuhi karena kondisi pasar, Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan 
modal disetor dengan persetujuan Menteri. 

  (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal 
dari kegiatan pencucian uang (money laundering). 

Pasal 12 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki modal sendiri 
paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari modal 
disetor. 

  (2) Dalam hal modal sendiri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemegang saham wajib menutup kekurangan tersebut. 
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BAB IV 

KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN 
 

Pasal 13 

  (1) Kepemilikan saham pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
oleh badan usaha asing ditetapkan paling tinggi sebesar 85% 
(delapan puluh lima per seratus) dari modal disetor. 

  (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah go public. 

Pasal 14 

  (1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah 
penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) 
dari modal sendiri badan hukum yang bersangkutan. 

  (2) Dalam hal badan hukum tersebut telah melakukan penyertaan, 
maka maksimum penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 
memperhitungkan penyertaan yang telah dilakukan. 

  (3) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang 
saham yang berbentuk badan hukum: 

a. Perseroan Terbatas merupakan penjumlahan dari modal 
disetor, agio saham, cadangan, dan saldo laba/rugi. 

b. Koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, 
simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. 

c. Yayasan adalah sebesar aktiva bersih yang terdiri dari aktiva 
bersih terikat secara permanen, aktiva bersih terikat secara 
temporer, dan aktiva bersih tidak terikat. 

  (4) Dalam hal regulasi yang berlaku bagi pemegang saham telah 
menetapkan ketentuan mengenai modal sendiri, ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku. 

Pasal 15 

  (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku 
bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum Dana 
Pensiun. 
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  (2) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum Dana 
Pensiun, jumlah penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang 
investasi Dana Pensiun. 

Pasal 16 

  (1) Pemegang saham, direksi atau pengurus, dan dewan komisaris 
atau pengawas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib 
memenuhi persyaratan: 

  a. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; 

  b. paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi harus 
berpengalaman di bidang jasa keuangan paling kurang 2 (dua) 
tahun; dan 

  c. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 
mengakibatkan suatu badan usaha dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

  (2) Dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan 
Terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali 
huruf b berlaku bagi direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham 
perseorangan Perseroan Terbatas tersebut. 

  (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
adalah Negara Republik Indonesia atau organisasi multilateral 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). 

Pasal 17 

  (1) Direksi atau pengurus Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: 

a. wajib menetap di Indonesia; dan 

b. dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi atau 
pengurus pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain. 

  (2) Direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya dapat melakukan 
perangkapan jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada 1 
(satu) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain atau perusahaan 
yang bergerak dalam proyek Infrastruktur. 
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Pasal 18 

  (1) Setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direksi, 
dewan komisaris, pengurus, dan/atau pengawas wajib dilaporkan 
oleh direksi atau pengurus kepada Menteri paling lama 15 (lima 
belas) hari setelah perubahan berlaku efektif sesuai ketentuan 
perundangan yang berlaku. 

  (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, 
Lampiran IV, atau Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini 
serta wajib dilampiri dengan: 

  a. perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan 
dari instansi yang berwenang; dan/atau 

  b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dan/atau huruf c. 

   

BAB V 
KANTOR CABANG 

 
Pasal 19 

  (1) Pembukaan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
wajib dilaporkan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari 
sejak tanggal pembukaan dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan 
melampirkan: 

a. rencana kerja tahunan kantor cabang;  

b. bukti penguasaan gedung kantor; dan 

c. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia 
termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan. 

  (2) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. dapat menjalankan semua jenis usaha Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur  

b. menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri; dan 

c. tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat 
Perusahaan Pembiayaan Infratruktur yang bersangkutan. 
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Pasal 20 

  Penutupan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib 
dilaporkan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak 
tanggal penutupan dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.  

Pasal 21 

  Pemindahan alamat kantor pusat atau kantor cabang Perusahaan 
Pembiayaan Infastruktur wajib dilaporkan kepada Menteri paling 
lambat 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemindahan dengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII 
Peraturan Menteri Keuangan ini. 

   

BAB VI 
PINJAMAN, PENYERTAAN DAN PENEMPATAN DANA 

 
Bagian Kesatu  

Pinjaman 
 

Pasal 22 

  Untuk membiayai kegiatannya, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
dapat memperoleh dana antara lain dari: 

  a. penerbitan surat-surat berharga; 

  b. pinjaman jangka menengah dan atau jangka panjang yang 
bersumber dari: 

  1. Pemerintah Republik Indonesia; 

  2. pemerintah asing; 

  3. organisasi multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3); 

   

  4. bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar 
negeri; dan 

  c. hibah (grant). 
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Pasal 23 

  (1) Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali dari jumlah modal sendiri 
dan pinjaman subordinasi. 

  (2) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur dengan persyaratan sebagai berikut: 

  a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun; 

  b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari 
segala pinjaman yang ada; dan 

  c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur dengan pemberi pinjaman. 

  (3) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam 
perhitungan jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling banyak sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari modal 
disetor.  

Bagian Kedua 
Penyertaan 

 
Pasal 24 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya dapat melakukan 
penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain 
dan/atau perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

  (2) Penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain 
atau perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 
45% (empat puluh lima per seratus) dari modal disetor perusahaan 
yang menerima penyertaan. 

  (3) Jumlah seluruh penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur ditetapkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per 
seratus) dari jumlah modal sendiri Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur yang bersangkutan. 

  (4) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan 
pada laporan keuangan audit terakhir 
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Bagian Ketiga 

Penempatan Dana 
 

Pasal 25 

  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menempatkan dana dalam 
bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia dan/atau 
instrumen keuangan lainnya yang mempunyai peringkat investasi. 

   

BAB VII 
PEMBATASAN 

 
Pasal 26 

  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang menarik dana secara 
langsung dari masyarakat dalam bentuk: 

a. Giro; 

b. Deposito; dan/atau 

c. Tabungan. 

   

BAB VIII 

PERUBAHAN NAMA 
 

Pasal 27 

  (1) Perubahan nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib 
dilaporkan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak 
perubahan nama dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini. 

  (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: 

  a. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota; 

  b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi 
berwenang; dan 

  c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur yang baru. 
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  (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
menetapkan perubahan atas Keputusan Menteri mengenai 
pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang 
bersangkutan. 

BAB IX 
PELAPORAN 

 
Pasal 28 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan kepada 
Menteri: 

  a. laporan keuangan triwulanan untuk periode yang berakhir 31 
Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember; 

  b. laporan kegiatan usaha semesteran untuk periode yang berakhir 
30 Juni dan 31 Desember; dan 

  c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan 
Publik. 

  (2) Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh 
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

  (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib mengumumkan neraca 
dan perhitungan laba rugi singkat paling sedikit dalam 1 (satu) 
surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di Indonesia, 
paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. 

  (4) Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi singkat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada 
Menteri paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan 
pengumuman. 

Pasal 29 

  (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, 
wajib disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah 
berakhirnya periode laporan. 

  (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, 
wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya 
periode laporan. 
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  (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, 
wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku 
berakhir. 

  (4) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan 
berdasarkan tahun takwim. 

   

BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 30 

  (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 

  (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan pemeriksaan 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 

  (3) Tata cara mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

 

BAB XI 

PENCABUTAN IZIN USAHA 
  
 
 

Pasal 31 

  (1) Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
dilakukan oleh Menteri. 

  (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: 

  a. bubar; 

  b. dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
Peraturan Menteri Keuangan ini; 

  c. tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau 

  d. melakukan penggabungan atau peleburan ke dalam Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur lain. 
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Pasal 32 

  Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bubar karena 
keputusan rapat umum pemegang saham, likuidator wajib melaporkan 
hasil rapat umum pemegang saham kepada Menteri paling lama 15 
(lima belas) hari sejak rapat umum pemegang saham dilaksanakan. 

Pasal 33 

  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berlaku pula bagi 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bubar karena jangka waktu 
berdirinya sudah berakhir. 

Pasal 34 

  (1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bubar 
berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, 
likuidator atau penyelesai wajib melaporkan pembubaran tersebut 
kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan 
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau 
dikeluarkannya keputusan pemerintah. 

  (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: 

  a. putusan pengadilan dan/atau keterangan resmi yang 
menyatakan putusan pengadilan mempunyai kekuatan 
hukum tetap; atau 

b. keputusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Perkoperasian. 

Pasal 35 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melakukan 
perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus melaporkan kepada 
Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak perubahan anggaran 
dasar memperoleh persetujuan dari instansi berwenang. 

  (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: 

  a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan 

  b. perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh 
persetujuan dari instansi berwenang. 

Pasal 36 
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  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, 
Pasal 34, dan Pasal 35, Menteri mencabut izin usaha. 

   

BAB XII 

SANKSI 

Pasal 37 

  (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 
4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), 
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), 
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), 
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan 
ayat (4), serta Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi 
administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan 
pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 

  (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku 
masing-masing 30 (tiga puluh) hari. 

  (3) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), maka Menteri menetapkan sanksi pembekuan kegiatan 
usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan. 

  (4) Dalam hal masa berlaku peringatan berakhir jatuh pada hari libur 
nasional maka peringatan berlaku hingga hari kerja berikutnya. 

  (5) Pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan dan 
pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama jangka waktu 
3 (tiga) bulan sejak surat pembekuan ditetapkan. 

  (6) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dikenakan sanksi 
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru. 

  (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut sanksi 
pembekuan kegiatan usaha. 
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  (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur tidak juga memenuhi ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan ini, Menteri mencabut izin usaha 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan dengan 
Keputusan Menteri. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 38 

  Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia. 
 

   
  Disahkan di Jakarta 
  pada tanggal 27 Mei 2009 
   
  MENTERI KEUANGAN 
   
  ttd. 
   
  SRI MULYANI INDRAWATI 
   
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Mei 2009 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 
ttd. 

 
ANDI MATTALATTA 
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BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 117 
 



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 100 /PMK.010/2009 
TENTANG PERUSAHAAN 
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  

 
 
 
 
 
 

PERMOHONAN IZIN USAHA 
  
Kepada Yth.  
Menteri Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 

  
   

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor .................. tanggal........... tentang 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, bersama ini kami:  

Nama   : PT/Koperasi*) ......................  

Alamat  :      

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang Pembiayaan 
Infrastruktur. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami 
sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:  
1. akta pendirian PT/Koperasi *) ..................... termasuk anggaran dasar yang telah 

disahkan oleh instansi berwenang. 
2. data direksi/pengurus *) dan dewan komisaris/pengawas *), meliputi: 

a. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
atau paspor bagi yang berkewarganegaraan asing; 

b. daftar riwayat hidup; 
c. surat pernyataan: 

1) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; 
2) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap; dan 

d. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin 
bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus 
berkewarganegaraan asing. 

3. data pemegang saham: 
a. perorangan, berupa: 

1) fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
atau paspor bagi yang berkewarganegaraan asing; 

2) daftar riwayat hidup; 
3) surat pernyataan: 

a) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; 
b) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap; dan 

4) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari kegiatan 
pencucian uang (money laundering); 
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b. badan hukum, berupa: 
1) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut 

perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi 
berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di negara asal; 

2) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 
publik dan laporan keuangan interim terakhir; 

3) dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2, huruf a, huruf b, dan 
huruf c bagi pemegang saham atau anggota dan direksi atau pengurus. 

c. Negara Republik Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah tentang 
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan 
Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. 

d. organisasi multilateral, berupa Akta Pendirian (Articles of Agreement) atau 
dokumen pendirian sejenis.  

4. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia.  
5. rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling kurang memuat: 

a. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk 
mewujudkan rencana dimaksud; 

b. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan operasional. 

c. rencana peningkatan modal disetor. 
6. bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:  

a. bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa-menyewa gedung 
kantor;  

b. contoh perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain yang akan digunakan; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

7. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi 
perusahaan patungan. 

8. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).  
 
Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima 
kasih.  

  
Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*) ........................  

 
 
Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan,   
*)  Coret yang tidak perlu 
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA 
PT/Koperasi*)....................... 

 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 

Menunjuk surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............... tanggal 
...............tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada 
PT/Koperasi*)......................., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai 
kegiatan usaha pada tanggal ................... 

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan fotokopi perjanjian 
pembiayaan atau perjanjian lain yang telah dilakukan. 

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami 
mengucapkan terima kasih. 
 
 

Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*) 
............ 

  
 
Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, 
*) Coret yang tidak perlu 
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LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 
 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 
Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/Rapat Anggota tanggal .............. 
telah dilakukan perubahan anggaran dasar, modal dasar, dan modal disetor*), yaitu: 
 

 Lama 
(Rp) 

Baru 
(Rp) 

Modal dasar ............... ............... 
Modal disetor ............... ............... 

 
Komposisi pemegang saham: 
 

Nama Pemegang Saham Nilai saham 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

............... ............... ............... 

............... ............... ............... 
 
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan perubahan anggaran dasar 
yang telah disahkan/dilaporkan*) kepada instansi berwenang. 
 

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami 
ucapkan terima kasih. 

 
Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*) .......... 

 
 
 
Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan 
*) coret yang tidak perlu 
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LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM/PEMILIK 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal .............. telah 
dilakukan perubahan modal dasar, modal disetor dan pemegang saham/pemilik, 
yaitu: 

 
 Lama 

(Rp) 
Baru 
(Rp) 

Modal dasar ............... ............... 
Modal disetor ............... ............... 

 
Lama Baru 

Nama Pemegang 
Saham 

Nilai saham 
(Rp) 

Nama Pemegang 
Saham 

Nilai saham 
(Rp) 

............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... 
 
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: 

1. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan/dilaporkan*) kepada instansi 
berwenang; 

2. data pemegang saham: 
a. perorangan, berupa: 

1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau 
paspor yang masih berlaku; 

2) daftar riwayat hidup; dan 
3) surat pernyataan: 

i. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; 
ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap 

b. badan hukum, berupa: 
1) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut 

perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi 
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berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di negara asal; 

2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan 
keuangan terakhir; 

3) bagi pemegang saham badan hukum tersebut: 
i. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau 

paspor yang masih berlaku;  
ii. daftar riwayat hidup; dan  

iii. surat pernyataan: 
- tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; 
- tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap 

c. Negara Republik Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan 
Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan 
(Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. 

d. organisasi multilateral, berupa Akta Pendirian (Articles of Agreement) atau 
dokumen pendirian sejenis.  

 
Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami 

mengucapkan terima kasih. 
 

Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*)................ 

Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan 
*) Coret yang tidak perlu 
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LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI/PENGURUS DAN  
DEWAN KOMISARIS/PENGAWAS 

 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 
 

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/Rapat Anggota tanggal 
.............. telah dilakukan perubahan direksi/pengurus dan/atau dewan 
komisaris/pengawas, yaitu: 

 Lama Baru 

Komisaris Utama/Pengawas .............. .............. 

Komisaris/Pengawas .............. .............. 

Direktur Utama/Pengurus .............. .............. 

Direktur/Pengurus .............. .............. 

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: 

Data direksi/pengurus dan/atau dewan komisaris/pengawas meliputi: 

1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau 
paspor bagi yang berkewarganegaraan asing; 

2. daftar riwayat hidup; 

3. surat pernyataan: 

1) tidak pernah dihukum karena tindakan pidana kejahatan; 

2) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan 
suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

3) tidak merangkap jabatan sebagai direksi/pengurus pada Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur lain bagi direksi/pengurus; 

4) tidak merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas pada lebih dari 1 (satu) 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain atau perusahaan yang bergerak 
dalam proyek Infrastruktur. 
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4. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja 
dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing; 
dan 

5. bukti berpengalaman di bidang jasa keuangan paling kurang 2 (dua) tahun bagi 
salah satu direksi/pengurus. 

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami 
mengucapkan terima kasih. 

 
Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*) 
............... 

Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan 
*) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR   100 /PMK.010/2009 
TENTANG PERUSAHAAN 
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG 
PT/Koperasi*)......... 

 
 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 
 

Bersama ini kami melaporkan pembukaan Kantor Cabang di ... dengan alamat 
lengkap ... 

 
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan: 

a. rencana kerja tahunan kantor cabang;  

b. bukti penguasaan gedung kantor; dan 

c. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama 
calon kepala cabang serta jumlah karyawan. 

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan 
terima kasih. 
 

 
Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*) 
........ 

 
Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan. 
*) Coret yang tidak perlu 
 



LAMPIRAN V II 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR  100 /PMK.010/2009 
TENTANG PERUSAHAAN 
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG 
PT/Koperasi*) ......... 

 
 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 
 

Bersama ini kami melaporkan penutupan Kantor Cabang di .........  dengan 
alasan ........... 
 

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/lbu,*) kami mengucapkan 
terima kasih. 
 

 
Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*)  
.......... 

 
 
Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan. 
*) Coret yang tidak perlu 
 



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR  100 /PMK.010/2009 
TENTANG PERUSAHAAN 
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR 
PT/Koperasi*) ......... 

 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 
 

Bersama ini kami melaporkan pemindahan alamat kantor dari ........................... 
ke ................................... dengan alasan ................................................................................. 
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan bukti kesiapan kantor 
termasuk sarananya. 
 

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/lbu,*) kami mengucapkan 
terima kasih. 
 

 
Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*)  
 
 
 
 
................................. 

 
 
Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan. 
*) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR   100 /PMK.010/2009 
TENTANG PERUSAHAAN 
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN PERUBAHAN NAMA 
PT/Koperasi*)....................... 

 
 
Kepada Yth. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 
Jakarta 10710 
 

Bersama ini kami laporkan bahwa sesuai dengan RUPS/Rapat Anggota 
tanggal ..., nama PT/Koperasi*) ... berubah menjadi PT/ Koperasi*) ............................ 
Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dalam Keputusan ........... Nomor .............. tanggal ................. 
 
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: 
a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota; 
b. perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pembiayaan 

Infrastruktur yang baru. 
 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/lbu*) 
untuk memberlakukan izin usaha PT/Koperasi*) ................. kepada PT/Koperasi*) 
........................ 
 

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/lbu*), kami 
mengucapkan terima kasih. 
 
 

Direksi/Pengurus 
PT/Koperasi*)  
 
 
................................... 

 
 
Tembusan: 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan. 
*) Coret yang tidak perlu 
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